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PUTUSAN 

Nomor 769/Pdt.G/2023/PA.Tgm 

 
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

PENGADILAN AGAMA TANGGAMUS 

 

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang 

dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara 

Cerai Gugat antara: 

PENGGUGAT, NIK xxxx tempat dan tanggal lahir Pangkul, 10 Maret 

1971, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan 

xxxxxxxx, bertempat tinggal di Kabupaten Tanggamus, 

Alamat Elektronik: xxx@gmail.com, selanjutnya disebut 

Penggugat; 

melawan 

TERGUGAT, NIK -, tempat dan tanggal lahir Lintik, 14 April 1970, 

agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat 

kediaman dahulu di Kabupaten Tanggamus, yang saat ini 

tidak diketahui keberadaannya secara jelas dan pasti baik 

didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia,  

selanjutnya disebut Tergugat; 

Pengadilan Agama tersebut; 

Telah mempelajari berkas perkara; 

DUDUK PERKARA 

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 September 

2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus pada hari 

itu juga dengan register perkara Nomor 769/Pdt.G/2023/PA.Tgm, 

mengemukakan hal-hal sebagai berikut: 

1. Bahwa pada tanggal 04 Juni 2009 Penggugat dan Tergugat telah 

melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah 

Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
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sebagaimana tertulis dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 326/48/VI/2009, 

tertanggal 11 Juni 2009; 

2. Bahwa, pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat berstatus 

Janda Cerai Hidup dan Tergugat berstatus Duda Cerai Mati dan hingga 

saat ini antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai; 

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di 

rumah Penggugat di xxxxx xxxxxxxx selama kurang lebih 1 tahun, sampai 

akhirnya berpisah pada bulan Mei 2010; 

4. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup 

rukun dan telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan belum 

dikaruniai anak; 

5. Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga rukun dan harmonis, namun 

sejak Mei 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena 

sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan: 

a. Tergugat tidak memberi nafkah ekonomi kepada Penggugat dikarena 

Tergugat tidak bekerja sehingga Penggugat yang harus ikut bekerja 

untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari bahkan Tergugat yang lebih 

sering meminta uang kepada Penggugat; 

b. Keluarga Penggugat pernah menasehati Tergugat dikarenakan Tergugat 

tidak bekerja sehingga Tergugat tersinggung atas omongan keluarga 

Penggugat dan Tergugat pergi dari rumah sejak tanggal 10 Mei 2010 

hingga sekarang dan tidak diketahui keberadaannya; 

6. Bahwa selama perselisihan tersebut kedua belah pihak sudah pernah 

diupayakan damai, namun tidak berhasil; 

7. Bahwa puncak perselisihan tersebut terjadi pada Mei 2010, dikarenakan 

permasalahan tersebut diatas sehingga Tergugat pergi meninggalkan 

rumah Penggugat yang tidak diketahui keberadaannya hingga saat ini 

sedangkan Penggugat, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumahnya 

sebagaimana alamat di atas, perpisahan Penggugat dan Tergugat ini sudah 

terjadi kurang lebih 13 tahun 4 bulan; 

8. Bahwa, Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat dengan 

menghubunginya dan keluarga Tergugat tetapi tidak mendapatkan hasil; 

9. Bahwa, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang 

tanpa alasan yang jelas dan sah dan selama itu Tergugat tidak pernah 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2
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pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang 

jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (GHOIB) berdasarkan surat 

keterangan Ghoib Nomor:  140/244/21/03/2023 yang ditandatangani oleh 

Kepala xxxxx xxxxxxxx tertanggal 21 September 2023; 

10. Bahwa, berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat 

untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 

huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat 

mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanggamus kiranya 

berkenan menerima dan memeriksa perkara ini; 

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;   

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon 

kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanggamus cq. Majelis Hakim yang 

memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:  

PRIMAIR: 

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat; 

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap 

Penggugat (PENGGUGAT); 

3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;   

SUBSIDAIR: 

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex 

aequo et bono);  

Bahwa karena perkara ini didaftarkan secara elektronik, maka selanjutnya 

perkara ini disidangkan secara elektronik; 

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang 

menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang 

menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai 

wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut 

melalui media elektronik Radio Pelangi Tanggamus tanggal 22 September 2023 

dan 23 Oktober 2023, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut 

disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa 

hadirnya Tergugat; 

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena 

Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup 

untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang 

isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat; 

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir 

di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat 

didengarkan; 

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan 

alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut : 

A. Bukti Surat. 

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK xxxx yang 

dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah xxxxxxxxx xxxxxxxxx tanggal 20 

Desember 2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis 

Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermaterai 

dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal 

dan paraf Ketua Majelis; 

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Wonosobo 

xxxxxxxxx xxxxxxxxx Provinsi Lampung, Nomor 326/48/VI/2009 tanggal 

11 Juni 2009. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, 

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, 

kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua 

Majelis; 

B.  Bukti Saksi. 

Saksi 1, SAKSI 1, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, 

pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Kabupaten Tanggamus, 

xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan 

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: 

 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah 

tetangga Penggugat; 

- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri 

yang menikah pada tanggal 04 Juni 2009;  

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah 

Penggugat di Pekon Kunyayan selama 1 (satu) tahun sampai akhirnya 

berpisah pada Mei 2010;  

- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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- Bahwa setelah menikah keadaan rumah tangga Penggugat dan 

Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun pada Mei 2010 

Tergugat pergi meninggalkan Penggugat; 

-  Bahwa saksi tidak tahu persis penyebab Tergugat pergi meninggalkan 

Penggugat, namun saksi tahu bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, 

Tergugat tidak pernah kembali lagi dan tidak pernah mengirimkan kabar 

kepada Pengggugat, hingga sekarang sudah berjalan selama lebih 

kurang 13 (tiga belas) tahun 4 (empat) bulan tanpa memberikan nafkah 

baik lahir maupun batin kepada Penggugat; 

- Bahwa saksi tidak tahu kemana tujuan kepergian Tergugat, namun 

hingga sekarang tidak pernah kembali lagi;  

- Bahwa Tergugat tidak meninggalkan harta untuk kebutuhan rumah 

tangga Penggugat sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga 

Penggugat yang harus bekerja keras sendiri memenuhi kebutuhan 

rumah tangga;  

- Bahwa saksi sering menasihati Penggugat untuk tetap bersabar 

menunggu kedatangan Tergugat, namun tidak berhasil karena 

Penggugat sudah tidak mau menunggu lagi kedatangan Tergugat;  

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk menasehati Penggugat 

agar bersabar menunggu Tergugat kembali, karena Tergugat tidak 

diketahui lagi keberadaannya, Tergugat tidak bertanggung jawab 

terhadap Penggugat hingga bertahun-tahun lamanya dan lebih baik 

mereka bercerai;  

- Bahwa keterangan saksi sudah cukup; 

Saksi 2, SAKSI 2, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, 

pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Kabupaten Tanggamus 

xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan 

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : 

 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah 

tetangga Penggugat; 

- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri 

yang menikah pada tanggal 04 Juni 2009;  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah 

Penggugat di Pekon Kunyayan selama 1 (satu) tahun sampai akhirnya 

berpisah pada Mei 2010;  

- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;  

- Bahwa setelah menikah keadaan rumah tangga Penggugat dan 

Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun pada Mei 2010 

Tergugat pergi meninggalkan Penggugat; 

-  Bahwa saksi tidak tahu persis penyebab Tergugat pergi meninggalkan 

Penggugat, namun saksi tahu bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, 

Tergugat tidak pernah kembali lagi dan tidak pernah mengirimkan kabar 

kepada Pengggugat, hingga sekarang sudah berjalan selama lebih 

kurang 13 (tiga belas) tahun 4 (empat) bulan tanpa memberikan nafkah 

baik lahir maupun batin kepada Penggugat; 

- Bahwa saksi tidak tahu kemana tujuan kepergian Tergugat, namun 

hingga sekarang tidak pernah kembali lagi;  

- Bahwa Tergugat tidak meninggalkan harta untuk kebutuhan rumah 

tangga Penggugat sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga 

Penggugat yang harus bekerja keras sendiri memenuhi kebutuhan 

rumah tangga;  

- Bahwa saksi sering menasihati Penggugat untuk tetap bersabar 

menunggu kedatangan Tergugat, namun tidak berhasil karena 

Penggugat sudah tidak mau menunggu lagi kedatangan Tergugat;  

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk menasehati Penggugat 

agar bersabar menunggu Tergugat kembali, karena Tergugat tidak 

diketahui lagi keberadaannya, Tergugat tidak bertanggung jawab 

terhadap Penggugat hingga bertahun-tahun lamanya dan lebih baik 

mereka bercerai;  

- Bahwa keterangan saksi sudah cukup; 

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan 

menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan 

tanggapannya; 

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan 

apapun lagi dan mohon putusan; 
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Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu 

yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang 

tidak terpisahkan dari isi putusan ini; 

PERTIMBANGAN HUKUM 

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah 

sebagaimana telah diuraikan di atas; 

Menimbang, bahwa karena perkara ini didaftarkan secara elektronik, maka 

selanjutnya perkara ini disidangkan secara elektronik sebagaimana pasal 20 

ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang 

Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik; 

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, yang menjadi 

pokok sengketa dalam perkara ini adalah sengketa perkawinan (cerai gugat) 

antara Penggugat dan Tergugat yang beragama Islam, maka berdasarkan 

ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan 

Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini 

termasuk kewenangan (kompetensi) absolut Pengadilan Agama; 

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat 

hadir di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak hadir di muka sidang dan tidak 

pula mengutus wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara 

resmi dan patut sebagaimana ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 

9 Tahun 1975, sedang tidak ternyata tidak hadirnya Tergugat tersebut 

disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka pemeriksaan 

perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat; 

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan 

bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri, 

sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1974 tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 

Tahun 2019; 

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat untuk melakukan 

perceraian dengan Tergugat pada pokoknya adalah karena telah terjadi 

perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga antara Penggugat dan 
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Tergugat pada Mei 2010, dengan sebab Tergugat tidak memberi nafkah  

kepada Penggugat dan Tergugat tersinggung atas nasehat Penggugat hingga 

akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak saat itu Tergugat 

tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat, antara Penggugat dan 

Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak lagi ada hubungan baik lahir 

maupun batin selama 13 (tiga belas) tahun 4 (empat) bulan lamanya; 

Menimbang, bahwa perkara cerai gugat adalah termasuk sengketa 

perdata, maka pada prinsipnya wajib terlebih dahulu diupayakan perdamaian 

dengan bantuan mediator, namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di 

muka sidang, maka perkara ini merupakan sengketa yang dikecualikan dari 

kewajiban penyelesaian melalui mediasi, sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat 

(2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016. Bahkan setiap kali 

sidang Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan 

Tergugat, akan tetapi tidak berhasil; 

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat di muka sidang, 

maka Tergugat dianggap mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat atau 

sekurang-kurangnya Tergugat dianggap telah mengabaikan hak jawabnya dan 

permeriksaan perkara ini dilaksanakan tanpa hadirnya Tergugat dan diputus 

verstek.  Namun, meskipun demikian, tidak berarti dengan serta merta gugatan  

Penggugat mesti dikabulkan, karena sesuai ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg. 

putusan perkara a quo adalah verstek dan dapat dikabulkan sepanjang 

berdasarkan hukum dan beralasan, serta sesuai pula dengan ketentuan Pasal 

283 R.Bg. juncto Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh 

karenanya Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil 

gugatannya; 

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat 

telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat serta dua orang saksi di muka 

sidang yang selanjutnya setelah diperiksa, oleh Majelis Hakim akan 

dipertimbangkan dalam putusan a quo; 

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2, yang diajukan oleh Penggugat 

berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan fotokopi Kutipan Akta Nikah, 

bermeterai cukup dan dinazegelen, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut 

telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai; 
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Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2, setelah dicocokkan ternyata sesuai 

dengan aslinya, yang mana aslinya dikeluarkan dan ditanda tangani oleh 

pejabat yang berwenang, dan tidak ada pihak yang membantahnya, maka 

berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg., juncto Pasal 1888 KUH Perdata (BW) 

bukti surat tersebut merupakan bukti otentik yang berkekuatan sempurna dan 

mengikat, sehingga telah memenuhi syarat formal; 

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 isinya membuktikan Penggugat adalah 

warga yang bertempat tinggal di wilayah xxxxxxxxx xxxxxxxxx, maka 

berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 24 Tahun 2013 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bukti tersebut merupakan 

bukti otentik dan menguatkan dalil gugatannya sepanjang menjelaskan tempat 

kediamannya di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanggamus; 

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 isinya menerangkan Penggugat dan 

Tergugat telah menikah pada tanggal 04 Juni 2009  dan dicatatkan di KUA 

xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Provinsi Lampung, maka 

berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019  

juncto Pasal 4 dan Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan 

terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 04 Juni 

2009 dan masih terikat oleh suatu perkawinan yang sah; 

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, 

maka sesuai ketentuan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan 

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan 

Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, juncto Pasal 132 Ayat (1) Kompilasi 

Hukum Islam, Penggugat harus dinyatakan sebagai pihak yang memiliki hak 

dan kepentingan serta kedudukan hukum (legal standing) dalam mengajukan 

gugatan cerai terhadap Tergugat  dalam perkara a quo. Sedangkan 

gugatannya tersebut diajukan di daerah hukum yang mewilayahi tempat tinggal 

Penggugat, oleh karenanya perkara ini termasuk kewenangan (kompetensi) 

relatif Pengadilan Agama Tanggamus; 
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Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 dan P.2 tersebut, Majelis Hakim 

menilai isi bukti tersebut relevan dengan pokok perkara, sehingga bukti tersebut 

telah memenuhi syarat materiil untuk selanjutnya patut dipertimbangkan; 

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan 

2 (dua) orang saksi dewasa yang masing-masing telah memberikan keterangan 

secara terpisah di bawah sumpah dan telah memenuhi syarat formal sesuai 

dengan ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg., sehingga patut untuk 

didengar keterangannya; 

Menimbang, bahwa kedua saksi merupakan orang dekat/ keluarga 

Penggugat, maka maksud dalam ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan 

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, 

telah terpenuhi; 

Menimbang, bahwa kebolehan saksi keluarga/ orang dekat dalam perkara 

perceraian adalah merupakan ketentuan lex specialist karena secara filosofis 

keluarga adalah orang dekat yang dipandang paling mengetahui tentang 

kondisi keperdataan tertentu yang bersifat privasi sehingga hal ini sesuai 

dengan ketentuan pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan 

kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009; 

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut telah memberikan 

keterangan di muka sidang yang pada pokoknya telah termaktub dalam duduk 

perkara dan berita acara sidang perkara a quo; 

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menerangkan awalnya 

kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik atau rukun saja, 

namun sejak sekitar Mei 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah 

tidak rukun lagi karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama lebih 

kurang 13 (tiga belas) tahun 4 (empat) bulan dan sejak saat itu Tergugat tidak 

lagi memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat; 

Menimbang, bahwa fakta tentang berpisahnya Penggugat dan Tergugat, 

adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang 

harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut 

telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 306, 308 dan 

309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian 

dan dapat diterima sebagai alat bukti; 
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Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti surat 

dan saksi-saksi Penggugat, cukup menjadi dasar bagi Majelis Hakim untuk 

menyatakan terbukti fakta-fakta sebagai berikut: 

 Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan 

yang sah menurut hukum dan belum pernah bercerai; 

 Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak; 

 Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi 

sejak Mei 2010 karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat; 

 Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah 

layaknya suami isteri selama lebih kurang 13 (tiga belas) tahun 4 (empat) 

bulan; 

 Bahwa selama Tergugat pergi tersebut, tidak ada lagi komunikasi yang 

terjalin antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak pernah berkirim 

kabar, dan Tergugat tidak pernah memberi nafkah lagi kepada Penggugat 

serta Tergugat tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai 

pengganti nafkah oleh Penggugat; 

 Bahwa sejak pisah tempat tinggal tersebut, Tergugat tidak diketahui lagi 

keberadaannya di Wilayah NKRI maupun di luar negeri meskipun telah 

dilakukan pencarian oleh Penggugat ke keluarga Tergugat maupun 

teman-teman Tergugat serta melalui media sosial; 

 Bahwa kedua saksi sudah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar 

menunggu kedatangan Tergugat namun tidak berhasil; 

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah mohon dijatuhkan 

talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan sering 

terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun ternyata tidak diperoleh fakta 

hukum jika antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan 

pertengkaran terus menerus, meskipun demikian Majelis Hakim menilai bahwa 

tuntutan bercerai Penggugat bukan tanpa alasan sama sekali, akan tetapi 

alasannya saja yang tidak tepat; 

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, telah membuktikan 

tentang kondisi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang tidak rukun 

karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat sekurang-kurangnya selama 

13 (tiga belas) tahun 4 (empat) bulan dan selama berpisah Penggugat dan 
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Tergugat tidak pernah lagi kumpul bersama lagi, tidak saling komunikasi lagi 

dan tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami isteri; 

Menimbang, bahwa dengan berpisahnya tempat tinggal tersebut, maka 

antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat melaksanakan tugas-tugas dan 

kewajiban rumah tangga secara kooperatif. Padahal kewajiban dalam rumah 

tangga hampir-hampir tidak dapat dimusyawarahkan dalam keadaan yang satu 

dan lainnya saling berjauhan atau tidak berada di satu tempat bersama, apalagi 

jika hati keduanya saling berjauhan. Hal ini karena tugas-tugas rumah tangga 

atau keluarga bersifat terus menerus, setiap saat bisa timbul masalah. Tugas 

dan masalah tersebut harus dimusyawarahkan bersama dan tidak dapat 

dilaksanakan secara insidentil. Akibat lebih jauh sebagai suami istri, Penggugat 

dan Tergugat tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya secara 

seimbang dan proporsional. Hal ini bertentangan dengan Pasal 30, 31, 32, 33 

dan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 77, 

78 dan 79 Kompilasi Hukum Islam; 

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara 

seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan 

membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan 

Ketuhanan Yang Maha Esa. Bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui 

bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu ialah unsur ikatan batin dan apabila 

unsur itu sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah 

rapuh dan tidak utuh lagi; 

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak dari suami istri menyatakan 

tidak bersedia lagi untuk hidup bersama dan telah menyatakan ingin bercerai, 

hal ini menjadi petunjuk bahwa tidak ada lagi ikatan batin di antara suami istri 

tersebut. Bahwa demikian pula adanya yang terjadi antara Penggugat dan 

Tergugat; 

Menimbang, bahwa benar salah satu prinsip dalam Undang-Undang 

Nomor  1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah mempersulit terjadinya 

perceraian dan Islampun sangat membenci perceraian, namun demikian 

Majelis Hakim berpendapat bahwa mempertahankan perkawinan Penggugat 

dan Tergugat dengan kondisi dan/atau keadaan sebagaimana tersebut di atas 

justru akan mendatangkan mafsadat yang lebih besar dari pada mashlahat 
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yang akan dicapai, juga akan menimbulkan penderitaan batin yang 

berkepanjangan terutama bagi Penggugat, padahal menolak mafsadat 

(kerusakan) lebih diprioritaskan dari pada menarik kemaslahatan sebagaimana 

disebutkan dalam qa’idah fiqhiyyah, kaidah yang telah diambil alih oleh Majelis 

Hakim, yaitu : 

                             المصالحمقدّم على جلب  المفاسد ءدر
Artinya: “Menolak kemafsadatan (kerusakan) lebih utama daripada menarik 

(mempertahankan) kebaikan”; 

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat 

Ulama’, sebagaimana tercantum di dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 

290 yang telah diambil alih oleh Majelis Hakim, yaitu: 

 

Artinya: “bahwa istri boleh menuntut cerai kepada hakim apabila dia mengaku 

selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya (termasuk 

meninggalkan pasangan tanpa alasan yang sah) sehingga hal tersebut dapat 

menghalangi keberlangsungan hubungan suami istri antara mereka berdua”; 

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terbukti tersebut di 

atas, terbukti gugatan Penggugat telah cukup alasan sebagaimana dikehendaki 

Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. 

Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta telah 

memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 

1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu 

gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek sesuai dengan 

ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;  

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat belum 

pernah terjadi perceraian dan dengan memperhatikan pertimbangan- 

pertimbangan di atas, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi 

Hukum Islam, Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat 

terhadap Penggugat;  
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Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama 

Tanggamus adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 

119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam 

masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi 

keduanya boleh melakukan akad nikah baru; 

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat pernah terikat dalam sebuah 

perkawinan yang sah dan pernah bergaul sebagimana layaknya suami istri 

(ba’da dukhul), maka berdasarkan Pasal 153 ayat (2) huruf (b) Kompilasi 

Hukum Islam perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut, Penggugat 

mempunyai masa tunggu yaitu waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 

(tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (Sembilan puluh) hari dan bagi 

yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari; 

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 147 Ayat (1) Kompilasi Hukum 

Islam, Asli Kutipan Akta Nikah yang selama ini berada di tangan yang 

bersangkutan dinyatakan ditarik; 

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, 

maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 

Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan 

Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat; 

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang 

berlaku dan hukum syara’ yang berkenaan dengan perkara ini; 

MENGADILI: 

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk 

menghadap di persidangan tidak hadir; 

2.  Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek; 

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap 

Penggugat (PENGGUGAT); 

4.  Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini 

sejumlah Rp395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah); 

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan 

Agama Tanggamus pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 Masehi 

bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1445 Hijriah oleh Engkos Saeful Kholiq, 

Lc. sebagai Ketua Majelis, Mohammad Agus Budiawan, S.H.I. dan Affi Nurul 
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Laily, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan 

Majelis Hakim tanggal 21 September 2023. Putusan tersebut diucapkan dalam 

sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Penggugat melalui 

Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta para 

Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Sudiyana, S.H. sebagai Panitera 

Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya 

Tergugat. 

 

Ketua Majelis, 

 

ttd 

 

Engkos Saeful Kholiq, Lc. 

Hakim Anggota  

 

ttd 

 

Mohammad Agus Budiawan, S.H.I. 

Hakim Anggota  

 

ttd 

 

Affi Nurul Laily, S.H.I 

Panitera Pengganti, 

 

ttd 

 

Sudiyana, S.H. 

 

Perincian biaya: 

1. PNBP 

a. Pendaftaran : Rp 30.000,00 

b. Panggilan Pertama Penggugat dan Tergugat  : Rp 20.000,00 

c. Redaksi : Rp 10.000,00 

d. Pemberitahuan isi putusan : Rp 10.000,00 

2. Biaya Proses : Rp 75.000,00 

3. Panggilan : Rp 240.000,00 

4. Pemberitahuan isi putusan : Rp 0,00 

5. Meterai : Rp 10.000,00 
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J u m l a h : Rp 395.000,00 

Terbilang: (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah). 
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